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Abstract 
The objective of this research is to find out the implementation of outpatient rehabilitation 
services policy atclinicof National Narcotics Central Sulawesi agency. Theresearch type used was 
qualitative research. The informants determinate by purposive method with certain consideration 
by set 6 informants. The type of data used was primary and secondary data. The data were 
collected through interview and documentation techniques. Data analysis used were data 
collection, data reduction, data presentation and conclusion. The theory used was the theory from 
Edward III, namely policy implementation, outpatient rehabilitation services for drug 
consumption.The results of the research show that the implementation of outpatient rehabilitation 
services policy at clinicof National Narcotics Central Sulawesiagency is: communication 
insocialization to the community has been organized. Medical and social human resources has been 
implemented. Facilities and infrastructure become a major support for the implementation of the 
activities of each field. Disposition is sufficient. The bureaucrachy structure has been implemented 
well. therefore it is recommended that outpatient rehabilitation services be maintained. 




Menurut Yulizar (2018) Impelementasi 
Kebijakan merupakan tahap yang krusial 
dalam proses kebijakan publik. Suatu 
kebijakan atau program harus 
diimlementasikan agar mempunyai dampak 
atau tujuan yang diinginkan.Implementasi 
kebijakan dipandang dalam pengertian luas 
merupakan alat administrasi public dimana 
actor, organisasi prosedur, teknik serta sumber 
daya diorganisasikan secara bersama-sama 
untuk menjalankan kebijakan guna meraih 
dampak atau tujuan yang diinginkan.  
Dalam sebuah organisasi atau satuan 
kerja memiliki Aktor atau implementor 
(pelaku/pelaksana tugas). Organisasi pula 
memiliki Standar Operasioanl Prosedur 
(SOP).Standar Oprasional Prosedur ialah 
sebuah dokumen yang berhubungan dengan 
prosedur yang sedang dikerjakan secara urutan 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang 
memiliki tujuan untuk memperoleh hasil kerja 
yang paling efektifdari para pekerja. Dengan 
cost yang serendah-rendahnya. Di Indonesia 
ini dikenal dengan Standar Prosedur 
Operasional (SPO) adalah proses yang disusun 
untuk memudahkan dan menertibkan 
pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses 
melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir 
(Yulizar, 2018). 
Menurut Surjono Nazlam, Djoko (2018) 
Badan Narkotika Nasional adalah sebuah 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
Indonesia yang mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, 
dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol. 
Dasar hukum Badan Narkotika Nasional 
adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika.Sebelumnya, BNN 
merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 
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Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan 
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. 
Pengguna atau pecandu narkotika 
menurut undang-undang sebagai pelaku tindak 
pidana narkotika adalah dengan adanya 
ketentuan Undang-Undang Narkotika yang 
mengatur mengenai pidana penjara yang 
diberikan pada para pelaku penyalahgunaan 
narkotika. Kemudian di sisi lain dapat 
dikatakan bahwa menurut Undang-Undang 
Narkotika, pecandu narkotika tersebut 
merupakan korban adalah ditunjukkan dengan 
adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu 
narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi 
(Surjono Nazlam, 2018). 
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 
bahwa: Pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika 
adalah suatu proses pengobatan untuk 
membebaskan pecandu dari ketergantungan, 
dan masa menjalani rehabilitasi tersebut 
diperhitungkan sebagai masa menjalani 
hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu 
narkotika juga merupakan suatu bentuk 
perlindungan sosial yang mengintegrasikan 
pecandu narkotika kedalam tertib sosial agar 
dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan 
narkotika (Yulizar, 2018). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang narkotika,yang 
merupakan  pengganti  dari  Undang-Undang  
Nomor  22   Tahun  1997  tentang Narkotika 
terdapat setidaknya  dua jenis rehabilitasi, 
yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial. 
Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 
35 tahun 2009 menyatakan bahwa: 
Rehabilitasi medis adalah suatu proses 
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 
membebaskan pecandu dari ketergantungan 
narkotika.  
Pasal1 butir 17 Undang Undang Nomor 
35 tahun 2009 menyatakan bahwa: 
Rehabilitasi sosial adalah suatu proses 
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik 
fisik, mental, maupun sosial, agar bekas  
pecandu  narkotika dapat kembali 
melaksanakan fungsi sosial dalam 
kehidupan masyarakat. 
Dalam menangani masalah rehabilitasi, 
Badan Narkotika Nasional mempunyai deputi 
yang khusus menanganinya yaitu Deputi 
Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat 
pada Pasal 20 ayat(1) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 
Tentang Badan Narkotika Nasional yang 
menyatakan bahwa: 
“Deputi Bidang Rehabilitasi adalah 
unsur  pelaksana  sebagian tugas dan 
fungsi dibidang rehabilitasi berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala Badan Narkotika Nasional.” 
Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai 
tugas melaksanakan Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika (P4GN) khusus di bidang 
Rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 
Tentang Badan Narkotika Nasional. Untuk 
mengantisipasi lebih parahnya kasus 
penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan 
kerjasama yang sinergis antara lembaga 
pemerintahan dan juga masyarakat 
berpartisipasi aktif dalam penanganan kasus 
narkotika.  
Proses pemulihan bagi pengguna narkoba 
terdiri dari beberapa faktor, diantaranya faktor 
luar seperti mengikuti program-program 
pemulihan di panti rehabilitasi dan juga faktor 
lingkungan sekitar pengguna narkoba, 
khususnya lingkungan keluarga serta faktor 
dari dalam yaitu keinginan individu untuk 
berhenti menggunakan narkoba serta memiliki 
keyakinan untuk mampu melepaskan diri dari 
pengaruh narkoba (Yulizar, 2018). 
Kesadaran yang dimiliki seseorang yang 
telah kecanduan membutuhkan waktu untuk 
mengatasi kecanduannya, faktor kepribadian 
merupakan hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan.Salah satu aspek dalam 
kepribadian yaitu penilaian atau penghargaan 
pecandu terhadap diri pecandu sendiri.Hal 





tersebut menjadi salah satu hal yang memiliki 
kaitan dengan motivasi seorang pecandu untuk 
melepaskan diri dari ketergantungan terhadap 
narkoba.  Kepribadian yang dibangun oleh 
seseorang yang memiliki penilaian pribadi 
akan lebih baik apabila seseorang tersebut 
mampu menilai diri sendiri secara positif. 
Penilaian yang dibuat oleh individu disebut 
juga sebagai self esteem. 
Penyalah guna yang memiliki self 
esteem (harga diri) yang rendah akan relatif 
merasa sedih, tidak sehat, cemas, tertekan, 
pesimis tentang diri dan masa depannya serta 
lebih mudah merasa gagal dan kurang atau 
tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik 
dan kurang berkompeten dalam menjalankan 
kewajiban sesuai dengan peran dan statusnya.  
Berbagai jenis dukungan sangat 
dibutuhkan oleh para mantan penyalah guna 
narkoba untuk kembali ke lingkungan 
sosialnya, salah satunya melalui social support 
atau dukungan sosial untuk membangun self 
esteem. Diharapkan melalui social support 
atau dukungan sosial yang diberikan kepada 
para mantan penyalahguna narkoba, mereka 
dapat membangun self esteem yang tinggi dan 
mampu membentuk karakter dan kemampuan 
dirinya yang kearah positif, sehingga akan 
menumbuhkan rasa aman dalam menyesuaikan 
diri atau bereaksi terhadap stimulus dari 
lingkungan sosial. Hal ini mendukung pribadi 
mantan penyalahguna narkoba untuk selalu 
mempertahankan kepulihannya. 
Jumlah penyalahguna narkotika di 
Indonesia yang semakin meningkat menuntut 
penanggulangan yang serius dari semua pihal 
terkait. Berdasarkan hasil penelitian Badan 
Narkotika Nasional bekerjasama dengan 
Puslitkes UI Tahun 2014 tentang Survei 
Nasional Perkembangan Penyalahgunaan 
Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka 
prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia 
telah mencapai 2,18% atau 4,02 juta orang dari 
total populasi penduduk (berusia 10 – 59 
tahun). Tahun 2015 jumlah penyalahguna 
Narkoba diproyeksikan ± 2,8% atau setara 
dengan ± 5,1 – 5,6 juta jiwa dari populasi 
penduduk Indonesia.  
Sedangkan jumlah penyalahguna 
narkotika yang telah di rehabilitasi oleh Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
dalam tiga tahun (2015-2017) berjumlah 3.156 
jiwa hal tersebut belum dapat memastikan 
kekambuhan (relapse) atau tidaknya pengguna 
narkotika.Sehingga memerlukan program 
lanjutan untuk memastikan keberhasilannya 
menjalani rehabilitasi. Namun jumlah 
pengguna narkotika yang telah mengikuti 
Program Pasca rehabilitasi di Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 
222 jiwa dalam kurun waktu 2 tahun (2016-
2017) karena program Pascarehabilitasi itu 
sendiri baru ada pada tahun 2016.  
Tingginya angka tersebut tentunya 
memerlukan penanganan segera agar tidak 
semakin meningkat.salah satunya dengan 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib 
lapor serta peraturan bersama Mahkumjakpol-
Kemenkes-Kemensos-BNN tahun 2014 
tentang penanganan pecandu narkotika dan 
korban penyalahgunaan narkotika ke dalam 
lembaga rehabilitasi dan rehabilitasi lanjutan 
(Pascarehabilitasi). Implementasi dari kedua 
peraturan tersebut tentunya berimplikasi pada 
ketersediaan lembaga rehabilitasi dan 
pascarehabilitasi yang memadai dan sesuai 
dengan kebutuhan korban penyalahguna dan 
pecandu Narkotika. 
Penulis mengambil objek penetian di 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah.Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah mememiliki tiga bidang 
yaitu: bidang rehabilitasi, bidang 
pemberdayaan Masyarakat, bidang Hukum 
dan kerjasama (bidang pemberantasan). 
Dalam hal ini penulis akan meneliti 
pelayanan rehabilitasi di Klinik Mosipakabelo 
Badan Narotika Nasional Provinsi Sulewesi 
Tengah atau disebut Klinik Institusi Penerima 
Wajib Lapor (IPWL). Pekerja yang ada di 
Klinik mosipakabelo terdiri dari Konselor, 
dokter, asisten konselor dan perawat.Pekerja 
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tersebutlah yang disebut implementor (pelaku 
dalam kegiatan), mantan penyalahguna 
narkotika merupakan penunjang terlaksanya 
kegitan wajib lapor/ penerima layanan 
rehabilitasi. Tidak hanya klien atau mantan 
penyalahguna, masyarakat juga berperan 
penting dalam proses layanan rehabilitasi, hal 
ini dikarenakan masyakarat bisa menjadi 
pemberi informasi dan pemberi dukungan 
terlaksananya suatu pelayanan, utamanya 
pelayanan rehabilitasi. 
Menurut data distribusi rehabilitasi 
narkotika di Klinik Mosipakabelo Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
bulan januari 2018 sampai desember 2018 412 
Orang.Data tersebut merupakan jumlah dari 
kunjungan mantan penyalahguna narkotika 
untuk rawat jalan. Hal inilah yang membuat 
penulis akan membahas dengan judul 
Impelementasi Kebijakan Layanan 
Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik 
Mosipakabelo Badan Narkotika Narkotika 




Dalam menganalisis data penelitian ini, 
peneliti menggunakan metode penelitian 
deskriptif, oleh karena itu maka pendekatan 
yang tepat dalam penelitian ini melalui metode 
penelitian kualitatif. Kualitatif, yaitu untuk 
menggambarkan keadaan atau fenomena 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana nyata, maka dalam menganalisis 
data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji 
statistik, melainkan analisis non statistik sesuai 
dengan penelitian deskriptif.  
Penelitian ini dilakukan di Klinik Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
yang dianggap relevan dengan objek penelitian 
dengan melihat fakta-fakta yang ada, sesuai 
dengan judul kajian yang peneliti ajukan. 
Dalam penelitian ini peneliti akan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
Gambaran Umum Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang 
Narkotika memperkuat kelembagaan BNN 
serta kewenangan dibidang penyidikan dan 
penyelidikan. Undang-undang nomor 35 tahun 
2009 menyatakan BNN merupakan lembaga 
Pemerintah non Kementerian yang 
berkedudukan dibawah Presiden dan 
bertanggungjawab kepada Presiden serta 
mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. 
Hal tersebut dipertegas dengan terbitnya 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2010 tanggal12 April 2010 tentang 
Badan Narkotika Nasional yang menyatakan 
Instansi Vertikal BNN terdiri dari BNN 
Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP dan 
BNN Kabupaten/ Kota yang selanjutnya 
disebut BNNK/Kota dan pada Pasal 33 
dinyatakan bahwa BNNP mempunyai tugas, 
fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah 
Provinsi. 
Keberadaan  Badan  Narkotika Nasional   
Provinsi (BNNP) merupakan amanat UU 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5062) yang mana menyebutkan bahwa 
BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. Sedangkan BNN Provinsi 
dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi 
vertikal. Organisasi BNNP tertuang dalam 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 
Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, 
setelah BNN berdiri, BNP yang ada diwilayah 
Provinsi Sulawesi Tengah berubah menjadi 
Instansi Vertikal di Badan Narkotika Nasional 
Republik Iindonesia. Sejak saat itu, Kebijakan 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 





Tengah berdasarkan pada Badan Narkotika 
NasionalRepublik Indonesia.Demikian halnya 
dengan Anggaran pelaksanaan yang bersumber 
dariAPBN. 
Visi Misi Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah 
Visi:  
Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, 
dan terpercaya dalam P4GN 
Misi:  
1. Kembangkan dan perkuat kapasitas 
kelembagaan 
2. Optimalisasi sumber daya dalam 
selenggarakan P4GN 
3. Laksanakan P4GN secara komprehensif 
4. Berantas peredaran gelap narkotika secara 
profesional. 
Sejak Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk, telah 
beberapa kali mengalami pergantian  kepala 
badan. Adapun nama-nama kepala kantor dan 
kepala badan tersebut, yaitu: 
Tabel 1. Nama-Nama Kepala Badan 
Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah 
No  Nama Masa 
Jabatan  
1. Drs. H. Jethan Towakit, M.Si 2010-2012 
2. KombesPol Sutarso, SH, M.Si 2012-2016 
3. KombesPol Djoko Marjatno, 
SE., S.StMK., SH 
2016-2017 
4. Kombes Pol Suwanto, SH 2017-2017 
5. Brigjen Pol Tagam Sinaga, SH 2017-2017 
6. Brigjen Pol Drs. Andjar 
Dewanto, SH., MBA 
2017- 2018 





(Sumber Data Sekunder : Sub Bagian Administrasi Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 15 April 2019) 
 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
 
Struktur Organisasi 
Pada dasarnya fungsi struktur dalam 
sebuah organisasi adalah memberikan 
informasi kepada manusia yang menjadi 
anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau 
pekerjaan yang ia harus kerjakan, 
berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada 
siapa, sehingga proses kerja sama menuju 
pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud 
sesuai dengan perencanaan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
Struktur Organisasi BNNP Sulawesi 
Tengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten / Kota: 
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah dibantu oleh : 
1. Bagian Umum 
a. Kepala Sub Bagian Administrasi 
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
c. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana 
d. Fungsional Umum (Perencana program 
dan anggarana, pengolah data, penata 
usaha barang milik/kekayaan negara, 
pengadministrasi umum, bendahara 
pengeluaran, penata laporan keuangan) 
2. Bidang Pencegahan dan Pengembangan 
Masyarakat 
a. Kepala Seksi Pencegahan 
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
3. Bidang Rehabilitasi 
a. Kepala Seksi Penguatan Lembaga 
Rehabilitasi 
b. Kepala Seksi Pascarehabilitasi 
4. Bidang Pemberantasan 
a. Kepala Seksi Intelijen 
b. Kepala Seksi Penindakan 
c. Kepala Seksi Pengawas Tahanan dan 
Barang Bukti 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian, dan Kepala Seksi telah mempunyai 
tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya 
tugas dan fungsi dan tata kerja Badan 
Narkotika Nasional Provinsi/Kota berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 
Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 
yang dijabarkan kembali menjadi uraian tugas 
staf sebagai bagian penunjang keberhasilan 
pelaksanaan tugas. 
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Tata Kerja 
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional Republik Indonesia 
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi 
dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kotaadalah instansi vertical Badan 
Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, 
fungsi dan wewenang Badan Narkotika 
Nasional dalam wilayah Provinsi dan 
mempunyai tugas dan fungsi : 
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan 
rencana strategis dan rencana kerja tahunan 
dibidang pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika, prekursor, dan 
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol yang 
selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah 
Provinsi; 
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 
rehabilitasi,dan pemberantasan dalam 
wilayah Provinsi; 
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan 
supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam 
wilayah Provinsi; 
4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama 
dalam wilayah Provinsi; 
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
P4GN dengan instansi pemerintah terkait 
dan komponen masyarakat dalam wilayah 
Provinsi; 
6. Pelayanan administrasi Badan Nartika 
Nasional Provinsi; dan 
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
BadanNarkotika Nasional Provinsi. 
 
Keadaan Pegawai 
Untuk dapat mewujudkan  Visi dan Misi, 
Tujuan dan Sasaran  secara efektif dibutuhkan 
berbagai dukungan berupa kewenangnan, 
fasilitas kerja finansial  dan aparatur  memilki 
kinerja  yang tinggi, salah satu faktor penting 
adalah sumber daya manusia  sebagai syarat 
mutlak pencapaian tujuan . Sehingga 
Penyelenggaraan  pelayanan publik di Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
dapat berjalan dengan optimal  kepada 
masyarakat.  
Jadi, total secara keseluruhan jumlah 
pegawai yang ada di Kantor Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 
82 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil 
Organik, PNS yang dipekerjakan, POLRI dan 
tenaga kontrak. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa perbedaan antara PNS 
dengan pegawai kepolisian tidak sebanding 
dari segi jumlah. Sedangkan keadaan pegawai 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah apabila dilihat dari tingkat pendidikan 
formal adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. Keadaan pegawai Berdasarkan 
Jenjang Pendidikan pada Badan 















































































(Sumber Data Sekunder : Sub Bidang Kepegawaian dan 
Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah, tanggal 15 April 2019) 
 
Berdasarkan penjelasan tabel di atas, 
dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah 
pegawai yang berlatar belakang pendidikan 
Sarjana dengan pegawai yang berlatar 
belakang pendidikan sekolah menengah atas 
(SMA) memperlihatkan angka yang sama. 
Hanya saja jumlah pendidikan Magister masih 
lumayan rendah dibandingkan dengan 
pendidikan S1. 
 
Sarana dan Prasarana 
Dalam pengertiannya, sarana adalah 
sesuatu yang dapat digunakan sebagai 





perangkat atau peralatan dalam pencapaian 
maksud dan tujuan organisasi. Sedangkan 
prasarana adalah sesuatu yang merupakan 
faktor penunjang terlaksananya suatu proses 
kegiatan.  Sarana dan prasarana yang tersedia 
pada Kantor Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
 
Implementasi Kebijakan Layanan 
Rehabilitasi Rawat Jalan di Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011, 
tentang wajib lapor, pasal 5 Institusi penerima 
wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
Ketenagaan yang memiliki keahlian dan 
kewenangan dibidang ketergantungan 
narkotika Persyaratan ketenagaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-
kurangnya memiliki: 
1. Pengetahuan dasar ketergantungan 
narkotika; 
2. Keterampilan melakukan asesmen 
ketergantungan narkotika; 
3. Keterampilan melakukan konseling dasar 
ketergantungan narkotika; dan 
4. Pengetahuan penatalaksanaan terapi 
rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika 
yang digunakan 
Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 
No.03 tahun 2012, Pasal 14 ayat (1), sumber 
daya manusia bidang tekhnis rehabilitasi sosial 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b 
terdiri dari: 




5. Konselor Adiksi 
6. Paramedik 
7. Instruktur Keterampilan 
8. Pembimbing Rohani; dan 
9. Tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial 
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan 
tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika, 
Pasal 12 ayat (1), Fasilitas Penyelenggara 
rehabilitasi medis pecandu narkotika harus 
memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi:  
Penanggung jawab harus seorang dokter yang 
memiliki izin praktek sebagai penanggung 
jawab. Petugas Rehabilitasi, meliputi; 
1. Dokter; 
2. Perawat; 
3. Pekerja Sosial; 
4. Psikolog; dan/atau 
5. Konselor yang bersertifikat 
Alur layanan rehabilitasi diatas 
merupakan alur program layanan yang di 
berikan oleh IPWL Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah kepada pengguna 
layanan mulai dari tahap penerimaan sampai 
tujuan akhir program rehabilitasi. Pelaksanaan 
rehabilitasi merupakan pemulihan yang 
diberikan kepada penyalah guna, korban 
penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba 
menjalani rehabilitasi, yang nantinya akan 
berlanjut ke rehabilitasi berkesinambungan 
atau layanan Pascarehabilitasi. Layanan 
pascarehabilitasi merupakan merupakan 
penyalah guna atau pecandu yang telah selesai 
menjalani rehabilitasi yang dibuktikan dengan 
Surat Keterangan Selesai Rehabilitasi/ 
Sertifikat/ Piagam dari lembaga rehabilitasi 
Instansi Pemerintah maupun Komponen 
masyarakat dan Sedangkan sasaran dari 
layanan pascarehabilitasi rawat lanjut adalah 
orang yang telah selesai melaksanakan 
program layanan pascarehabilitasi. Tujuan 
Layanan Rehabilitasi 
1. Memberikan pengetahuan kepada klien 
yang menjalani rehabilitasi untuk 
meninggalkan kebiasaan menggunakan 
narkotika 
2. Meberikan penguatan untuk mencegah 
terjadinya Relaps 
3. Memberikan layanan sesuai dengan 
kebutuhan klien, baik rawat jalan ataupun 
rawat inap. 
Berdasarkan alur layanan rehabilitasi, 
ada tiga tahap yang harus dilakukan oleh tim 
Asesor/ Konselor. Rehabilitasi mencakup 
1. Penerimaan awal 
2. Rehabilitasi 
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3. Pascarehabilitasi. 
Untuk wilayah Sulawesi tengah instansi 
pemerintah yang sudah menjalankan IPWL  
adalah: 
1. RSUD Madani 
2. RSUD Undata 
3. RSUD Anutapura Palu 
4. BIDDOKES 
5. Klinik Pratama BNNP/BNNK. 
6. Rumah sakit Bayangkara 
Adapula lembaga yang dikuatkan oleh 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah yang berada di seluruh wilayah 
Sulawesi tengah sebanyak 33 lembaga yang 
terdapat di tujuh kab/kota, tiga diantaranya 
dikelolah oleh masyarakat sendiri yaitu: 
1. Klinik Agung (Kota Palu) 
2. Klinik Patriot (Donggala) 
3. RS Kasih Ibu (Poso- Tentena) 
 
Jaringan Kerja Program rehabilitasi Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah 
Pelayanan rehabilitasi di Badan 
Narkotika Nasional, khususnya lingkup 
pelayanan rawat jalan di Klinik Badan 
Narkotika Nasional (BNN Provinsi Sulawesi 
tengah) memiliki Kolaborasi tidak optimal dari 
berbagai profesi Makna harfiah dari kolaborasi 
adalah kerjasama, sedangkan secara 
kontekstual makna dari kolaborasi tidak 
optimal dari berbagai profesi adalah suatu 
hubungan kerjasama antar profesi baik 
perawat, dokter, polisi, psikolog, analis 
kesehatan, ahli gizi, ahli komunikasi, dan jaksa 
yang ada di Badan Narkotika Nasional yang 
terjadi secara tidak optimal. Adanya kolaborasi 
tidak optimal dari berbagai profesi adalah 
peran minimal.Peran minimal yang dialami 
oleh perawat menyebabkan perawat 
kehilangan potensi dan kemampuan caring 
kepada klien.kutipan partisipan dapat dilihat 
dibawah ini : “..kalau dari kami sebagai 
perawat hanya observasi saja, datang kesana 
dan asesment ulang dan cek urine..”(p2) 
Pernyataan partisipan diatas menggambarkan 
terkait peran minimal yang dialami oleh 
perawat yang bekerja di Badan Narkotika 
Nasional yaitu hanya berupa observasi, 
Observasi dapat diartikan sebagai peninjauan 
secara cermat.selanjutnya adalah proses 
kerjasama tim dan hubungan profesional yang 
kurang dan berganti-ganti. 
Implementasi penyelenggaraan 
pelayanan rawat jalan di klinik Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah,  
masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih 
baik, dimana banyak hal yang menyebabkan 
belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan 
rehabilitasi (Wajib Lapor), misalnya 
terbatasnya sarana prasana yang menunjang 
keberhasilan program, sumber daya khususnya 
keuangan yang terbatas berdasarkan Anggaran 
Perencanaan Belanja Negara untuk program 
rehabilitasi, serta kurangnya peningkatan 
kapasitas bagi tenaga Pelayanan rehabilitasi, 
klien yang masih bergaul pada lingkungannya 
yang dahulu yang masih dekat dengan dunia 
narkotika, belum adanya lembaga rumah 
damping bagi mantan penyalahguna narkotika. 
Oleh karenanya, Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengahdiharapkan 
harus terus memiliki prakarsa dalam 
melakukan implementasi Layanan rehabililtasi 
di Klinik IPWL.Prakarsa Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
meningkatkan program rehabilitasi. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam 
hal implementasi Layanan rehabilitasi yang 
ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah, peneliti mencoba untuk 
melakukan penelitian dengan mengadopsi teori 
dari Edward III, mengenai Implementasi  
dengan aspek-aspek sebagai berikut: 1) 
Komunikasi program, 2)  Sumber daya 
program, 3) Disposisi terhadap program 4) 
Struktur birokrasi pada program 
pascarehabilitasi, Berkenaan dengan kelima 
aspek-aspek tersebut, akan dijelaskan 
berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan. 
Komunikasi 
Dalam implementasi kebijakan Layanan 
khususnya Program rehabilitasi, penyampaian 





layanan harus tetap diupayakan kemajuan dan 
peningkatannya agar masyarakat dapat 
terpenuhi aneka hak dan kebutuhan 
dasarnya.Oleh karenanya diperlukan suatu 
usaha untuk mewujudkan implementasi 
Kebijakan Layanan Rehabilitasi yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Salah 
satunya melalui komunikasi sebagai acuan 
agar pelaksana kebijakan mengetahui persis 
apa yang akan mereka kerjakan. 
Agar komunikasi dalam implementasi 
Kebijakan Layanan Rehabilitasi dapat berjalan 
secara efektif, maka yang harus 
bertanggungjawab terhadap implementasi 
sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang 
harus dilakukannya, yang dimana disini 
sebagai penanggung jawab adalah kepala seksi 
Penguatan Lembaga Rehabilitasi. Perintah 
untuk mengimplementasikan kebijakan harus 
disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten 
kepada orang-orang yang mampu.  
Salah satu unsuryang dapat 
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan menurut Edwards III (1980) adalah 
komunikasi. Komunikasi dalam penelitian ini 
digunakan agar pelaksanaan kebijakan 
program pasca rehabilitasi dapat berjalan 
dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah. Untuk mengkomunikasikan kebijakan 
pada masyarakat maka dalam 
penyampaiannnya harus benar dan tepat agar 
masyarakat dapat memahami Program 
Layanan Rehabilitasi di Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. 
Dimensi komunikasi dalam 
implementasi kebijakan Layanan Rehabilitasi 
sangat ditentukan dari beberapa unsure yang 
terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai 
pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta 
sasaran penerima pesan, serta perubahan 
sebagai akibat komunikasi. Mengenai 
bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah dideskripsikan sebagai berikut: 
a. Transmisi 
Transmisi merupakan faktor utama 
dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. 
Menurut Agustino (2006), penyaluran 
komunikasi yang baik akan menghasilkan 
suatu implementasi yang baik pula. Seringkali 
terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi 
yaitu adanya salah pengertian 
(miskomunikasi), sehingga apa yang 
diharapkan terdistorsi ditengah jalan.  
Transmisi pada implementasi Kebijakan 
Layanan Rehabilitasi dilakukanoleh Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengahyang berkerjasamadengan Klinik/ 
Instansi yang ditunjuk menjadi tempat 
rehabilitasi kepada mantan penyalahguna 
narkotika yang telah selesai menjalani 
rehabilitasi khususnya di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Tugas tersebut berupa pelaksanaan 
program pasca rehabilitasi dalam upaya agar 
mantan penyalahgunaan narkotika tersebut 
tidak relapse. 
Transmisi dalam Implementasi 
Kebijakan Layanan Rehabilitasi diProvinsi 
Sulawesi Tengah berupa penyampaian atau 
pengiriman informasi dari Badan Narkotika 
Nasional kepada Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelaksana 
Layanan Rehabilitasi. Komunikasi dalam 
implementasi Layanan Rehabilitasi dilakukan 
pada saat datangnya klien dan keluarga ke 
Klinik IPWL serta mengikuti layanan dengan 
baik, seperti: asesmen awal, kontrak waktu, 
dan layanan berjalan selama delapan kali 
pertemuan. 
“Bentuk komunikasi yang berkaitan dengan 
kebijakan layanan rehabilitasi di klinik Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
adalah dengan cara kelembagaan   antara 
Badan Narkotika Pusat kepada Badan 
Narkotika Provinsi yang kemudian diteruskan 
ke bidang rehabilitasi, seperti klinik IPWL, 
rumah sakit atau klinik yang melaksanakan 
rehabilitasi maupun lembaga pemasyarakatan. 
Kegitan tersebut dilakukan untuk memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang 
pecandu harus di rehabilitasi, bukan di 
penjara atau disakiti” 
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Pernyataan diatas diungkapkan oleh 
Imelda, Amd.Kep,selakuKonselor Adiksi 
Bidang rehabilitasiBadan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah. Dari pernyataan 
diatas dapat dipastikan bahwa komunikasi yang 
terjadi dari kebijakan layanan rehabilitasi adalah 
dengan cara vertikal dari Badan Narkotika 
Nasional kepada Badan Narkotika Provinsi 
Sulawesi Tengah yang kemudian dilakukan 
antar kelembagaan baik milik pemerintah 
maupun swasta yang melakukan proses 
rehabilitasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 
angka privalensi penyalahguna narkotika di 
Sulawesi tengah. 
b. Kejelasan 
Menurut Edward III dalam Agustino 
(2006) komunikasi yang diterimaoleh 
pelaksana  kebijakan (street-level-bureaucrats) 
harus jelas dan  tidak membingungkan atau 
tidak ambigu. Pada pelaksanaan rehabilitasi 
layanan rawat jalan, agar penyampaian  
informasi dapat diterima dengan jelas dan 
dapatdimengerti makadalam tatacara teknis 
menerangkan terdapat dua  metode 
penyampaian  informasi  yaitu secara 
langsungdan tidak langsung dengan cotohnya 
adalah media cetak atau elektroik. Pelatihan 
langsung diselenggarakan dari Pelatihan 
Asesor bagi untuk petugas klinik Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Pada pelaksanaan layanan rehabilitasi 
rawat jalan, agar penyampaian informasi 
pelaksanaan tersebut  dapat  diterima dengan 
jelas dan dapat  dimengerti maka penyampaian 
informasi ini dilakukan secara langsung. 
Penyampaian secara langsung ini dinilai cara 
yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, 
pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis 
dan dialog serta pendampingan yang selama ini 
sudah dilakukan. Seperti yang disampaikan  
oleh Imelda, Amd., Kep selaku Konselor 
adiksi Klinik Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah bahwa: 
“Penyampaian Layanan rehabilitasi di Klinik 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah sudah disampaikan ke masyarakat, 
penyampaian tersebut melalui kegiatan 
sosialissi di Bidang Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat, selain itu, bila 
mana ada kegiatan-kegitan yang dilakukan 
pemda/ Instansi terkait, seperti kegiatan car 
Free day, pameran Expo Sul-Teng, dalam 
bentuk pojok konsultasi, di pojok konsultasi 
ini kami menyampaikan program rehabilitasi 
rawat jalan dan rawat inap, dan menerima 
pertanyaan masyarakat mengenai 
pengetahuan rehabilitasi dan narkotika.” 
Pernyataan diatas menjelaskan sasaran 
dari sosialisai ke masyarakat mengenai 
rehabilitasi rawat jalan dan telah diatur oleh 
Badan Narkotika Nasional yang telah 
dituliskan dalam Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional nomor 24 tahun 2017 
tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi 
Pecandu Narkotika dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika. Dalam 
pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan 
kejelasan sasaran pengguna layanan 
rehabilitasi rawat jalan  juga dungkapkan 
sebagai berikut: 
“Sangat jelas, bahwa lingkungan masyarakat 
kita khususnya di kota palu, lebih 
membutuhkan kerjasama ke masyarakat 
dengan kepedulian mendapakan sosialisai dari 
kami pihak Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi tengah. Hal ini dikarenakan 
tingkat pengguna semakin meningkat dan 
mengaharapkan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lapor 
diri” 
Pernyataan diatas diungkapkan oleh dr. 
Ricky William selakudokter (petugas medis) 
di klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah yang menguatkan pernyataan 
dari konselor adiksi di klinik Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Target 
dari sosialisasi Layanan rehabilitasi memang 
sudah ditetapkan yaitu mantan penyalahguna 
narkotika harus di rehabilitasi. 
c. Konsisten  
Menurut Edward III dalam Agustino 
(2006), perintah yang diberikan dalam 
pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten 





dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika 
perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi 
pelaksana dilapangan. Oleh karena itu 
konsistensi juga harus mendapat perhatian 
dalam sebuah komunikasi.
 
Konsistensi dalam implementasi 
program pascarehabilitasidi Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah  
berdasarkan   pelaksanaan   pelatihan  yang  
diberikan   dari  Badan Narkotika 
Nasionalsecarakonsisten telah dijalankanoleh 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah secara manual kelembaga/instansi 
yang melaksanakan  program  rehabilitasi 
penyalahguna narkotika di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Konsistensi yang dimaksud dalam hal 
ini adalah apa yang dianjurkan dalam program 
pascarehabilitasi dan harusdilaksanakansecara 
berkesinambungan. Seperti yang 
diungkapkan berikut: 
“konsistensi dalam kelembagaan 
dilakasanakan dalam mengkomunikasikan 
layanan rehabilitasi melalai pelayan 
rehabilitasi di luar Badan Narkotika Nasional,  
dan IPWL Rumah Rumah sakit madani 
sebagai tempat persinggahan ketika klien 
membutuhkan pelayanan dan perawatan yang 
intensif misalnya terjadi prilaku yang tidak 
wajar seperti klien sudah berhalusinasi, 
personal higen terganggu, terganggunya 
hendaya.” 
Pernyataan diungakapka oleh Psikolog 
An. Selvina di Badan Naroktika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah, lembaga yang 
dimaksudkan pada pernyataan di atas adalah 
lembags-lembaga yang melaksanakan 
rehabilitasi khusunya dalam wilayah kerja 
Badan Naroktika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah.Memang konsistensi pelaksanaan 
komunikasi telah dilakukan pada program 
rehabilitasi, karena menjaga hubungan antar 
terkait. 
 
Sumber daya  
Sumber daya yang dimaksud ini 
meliputi sumber daya manusia (SDM) dan 
sumber daya non manusia seperti informasi, 
keuangan serta sarana dan prasarana. Menurut 
Edward III Resources memiliki posisi sangat 
penting  dalam keberhasilan implementasi 
kebijakan. Selanjutnya EdwardIII bahwa 
apabila para pelaksana(implementors) 
kekurangan sumber-sumber yang diperlukan 
untuk menjalankan suatu program kebijakan, 
maka implementasi program tersebut tidak 
akan menjadi efektif, walaupun perintah 
implementasi ditransmisikan denganakurat, 
jelas, dan konsisten. 
Ketersediaan sumber daya sangatpenting 
dalam implementasi suatu program kebijakan 
karena keterbatasan akan sumber- sumber 
yang tersedia, baik tenaga, biaya, dan waktu, 
serta perumusan kebijakan yang hanya 
berdasarkan salah satu dari sejumlah kecil 
sumber-sumber tersebut dan membiarkan 
masyarakat merespon dengan caranya sendiri-
sendiri,maka kebijakan publikyang dibuattidak 
memperoleh dampak sebagaimanayang 
diharapkan. Sumber - sumber  yang   
mendukung  pelaksanaan  kebijakan  adalah 
sumber daya manusia dan sumber daya 
peralatan. 
Suatu pelayanan publik dikatakan 
berhasil apabila pelayanan tersebut mampu 
memberikan kepuasan kepada masyarakat 
yang menerima pelayanan, karena pada 
dasarnya suatu implementasi pelayanan akan 
selalu terkait dengan sumber daya, yakni 
bagaimana suatu organisasi menyediakan 
sarana dan prasarana yang memadai serta 
sumber daya manusia yang berkualitas secara 
baik sesuai dengan tugasnya.  Suatu 
implementasi kebijakan dikatakan memuaskan 
apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi 
harapan para klien untuk pulih dari 
ketergantungannya, dan yang berperan penting 
dalam pelayanan tersebut adalah layanan 
rehabilitasi (rehabilitasi rawat jalan di klinik 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah). 
Dalam penelitian ini penulis hanya 
memaparkan dari segi sumber daya 
manusianya, hal ini berkaitan dengan 
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Implementasi Kebijakan rawat jalan kepada 
masyarakat atau mantan penyalahguna yang 
berkunjung. 
1. Sumber daya Manusia  
Adapun tugas dan fungsi pokok staf 
klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi tengah 
a. Dokter menurut Deputi Rehabilitasi  
PusatBadan Narkotika Nasional Diah, Setia 
Utami,  dokter diberikan tugas menentukan 
tindakan terapi yang tepat bagi pecandu 
narkoba. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
untuk memulihkan pasien dari keter gan 
tungan. Menurutnya pecandu nar koba 
memerlukan perhatian dan penanganan 
khusus. Dokter juga bertugas memberikan 
konseling bagi pecandu narkoba, screening 
dan pendampingan, serta sistem rujukan. 
Tak ketinggalan, tentang tata cara 
pengobatan pecandu narkoba. 
b. Psikolog adalah seorang ahli dalam ilmu 
psikologi yang berfokus pada pikiran dan 
perilaku seseorang. Psikolog umumnya 
menggunakan psikoterapi untuk membantu 
klien atau pasien untuk mengatasi masalah 
yang memengaruhi kondisi mental dan 
kesehatannya, menyelesaikan masalah 
psikologis ataupun memperbaiki perilaku 
pasien, psikolog dapat bekerjasama dengan 
psikiater dan dokter yang menangani 
pasien. Kerjasama dilakukan apabila pasien 
membutuhkan pengobatan sekaligus 
psikoterapi dan konseling dari psikolog. 
c. Perawat  menerima pasien baru volentri 
dan compulsri. melakukan pengkajian dan 
asesmen pada pasien penggguna narkoba. 
Melakukan kolaborasi pada tim medis, 
dalam tindakan urine tes awal dan urine tes 
pada pencari kerja, tugas belajar pegawai. 
Melakukan konseling dan head education 
pada pasien rawat jalan.  
d. Konselor Adiksi  adalah suatu profesi yang 
sampai saat tulisan ini dibuat belum 
mendapatkan legitimasi secara nasional, 
namun diakui secara umum oleh pihak-
pihak yang terkait dalam hal ini ialah Badan 
Narkotika Nasional (BNN), Kementerian 
Kesehatan, dan Kementerian Sosial.  
 
Tabel 3. Jumlah Pegawai & Tingkat 
Pendidikan Pada Layanan 
Rehabilitasi Rawat Jalan 
Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah pada 
Tahun 2019. 






(Sumber Data Sekunder: Seksi Penguatan Lembaga 
Rehabilitasi, tanggal 19 April 2019) 
 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa 
jumlah pegawai yang melaksanakan Layanan 
rehabilitasi cukup baik dan berjalan sesuai 
dengan aturannya. Berdasarkan tingkat 
pendidikannya yang bergelar diploma 3, 
adalah Perawat 2 orang, Konselor. Dan yang 
bergelar sarjana bertugas sebagai psikolog, 
dokter dan petugas administrasi. 
“dalam kelembagaan layanan rehabilitasi 
harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing, hal ini guna berjalannya 
layanan rehabilitasi ini dengan baik, dari segi 
pendidikan maka disesuikanlah dengan hak-
hak mereka selaku pelayanan masyarakat” 
Pernyataan tersebut diungkap oleh 
konselor Imelada, Amd., kepala layanan 
rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Hal 
tersebut dapat terlihat bahwa suaru organisasi 
kerja harus disesuaikan dengan tingkat 
pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki. 
Berikut beberapa pernyataan yang 
diungkapkan oleh implementor 
“selaku dokter di Badan Narkotika Nasional 
Provisi Sulawesi tengah, saya mengakui 
dengan disiplin ilmu yang saya miliki saya 
harus menjalankannya dengan baik, klien 
yang kami layani lebih membutuhkan tenaga 
medis baik mengenai kejiwaan maupun 





kondisi fisik yang mereka ajukan sebagai 
keluahan” 
“menjadi perawat di klinik mosipakabelo, 
kami harus tetap ada di sini, karena kita 
adalah pelayanan, jadi kalau kita tidak berada 
di tempat maka kami akan mengecewakan 
masyarakat, sama halnya kita bekerja di 
rumah sakit, memberi pelayanan kesehatan 
kepada pengunjung yang datang” 
“Saya perawat di sini ada dua orang, jadi 
kami kadang bergantian, mengingat 
pelayanan untuk konseling ke mantan 
penyalah guna sudah hampir mencapai target, 
ditambah lagi pelayanan SKBN atau surat 
keterangan bebas narkoba yang 
berdatangan”. 
“Psikolog itu memahami dan melihat apa 
yang ada di klien.Tugas saya hanya melayani 
klien mantan peyalahguna narkotika yang 
berkunjung, memberikan konseling, jadi 
pendengar yang baik. Yaa,, itulah tugas 
Psiklog adiksi, menangani pasien adiksi tidak 
mudah, kejiwaan mereka masih rentang untuk 
relaps dan sleep”. 
Dari data di atas dapat disimpulkan 
bahwa, para imlpementor ditetapkan sesuai 
dengan disiplin ilmu yang dimiliki atau 
berdasarkan tingkat pendidikan.Dengan 
kesesuaian dari tingkat pendidikan sumber 
daya manusia yang ada di klinik Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
berjalan dengan baik, dan terlaksana. 
Ketekunan mereka sebagai implementor di 
klinik uatamnya petugas medis, sama halnya 
dengan janji mereka sebagai petugas medis 
yang telah bertugas di rumah sakit. 
 
2. Sumber daya fisik 
Menurut Edward III (dalam 
Agustino,2012:151) mengemukakan bahwa 
fasilitas fisik juga merupakan faktor penting 
dalam implementasi kebijakan. Implemetor 
mungkin memiliki staf yang mencukupi dan 
memiliki wewenang untuk melaksanakan 
tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 
pendukung maka implementasi kebijakan 
tersebut tidak akan berhasil.  
Fasilitas fisik merupakan sumber penting 
dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi rawat 
jalan di klinik badan narkotika nasional 
provinsi Sulawesi Tengah berkenaan dengan 
fasilitas gedung dan penunjang untuk kegiatan 
pelayanan, berikut kutipan hasil wawancara 
dengan wakil direktur pelayanan medik 
sekaligus Konselor Adiksi Imenlda, Amd., Kep, 
mengatakan:  
“Untuk fasilitas yang ada di Klinik 
Mosipakabelo  memang masih banyak 
kekurangan, seperti ruangan yang masih 
sempit, terbatasnya alat-alat kesehatan, 
apalagi pasca bencana banyaknya berkas dan 
fasilitas yang lainnya rusak karena 
tertimbunnyas bagunan” data pasien yang 
berkunjung saat ini sudah mencapai 75% dari 
target yang telah direnacanakan.” 
Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa terlaksananya 
pelayanan dengan baik, yaitu dengan adanya 
sumber daya manusia sebagai implementor 
berdarsarkan Standar Oprasional Pelayanan 
yang diberlakukan.Sedangakan penunjang 
keberhasilan pelayanan yaitu adanya fasilitas/ 
sumber daya fisik, seperti penyediaan tempat 
pelayanan dan perlengakapan yang dibutuhkan 
dalam pelayanan. 
 
Disposisi Implementasi Kebijakan Layanan 
rehabilitasi di Klinik Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. 
Menurut Edward III dalam Wianrno 
(2005: 142-143) mengemukakan 
”kecenderungan-kecenderungan atau 
disposisi merupakan salah-satu faktor 
yang mempunyai konsekuensi penting 
bagi implementasi kebijakan yang 
efektif”. Jika para pelaksana mempunyai 
kecenderungan atau sikap positif atau 
adanya dukungan terhadap implementasi 
kebijakan maka terdapat kemungkinan 
yang besar implementasi kebijakan akan 
terlaksana sesuai dengan keputusan 
awal. Demikian sebaliknya, jika para 
pelaksana bersikap negatif atau menolak 
terhadap implementasi kebijakan karena 
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konflik kepentingan maka implementasi 
kebijakan akan menghadapi kendala 
yang serius. 
Kecenderungan dari para pelaksana 
kebijakan merupakan faktor ketiga yang 
mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting 
bagi implementasi kebijakan yang efektif.Jika 
pelaksana bersikap baik terhadap terhadap 
kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya 
dukungan, kemungkinan mereka 
melaksanakan kebijakan sebagaimana yang 
diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. 
Sejak diberlakunnya pelayanan di klinik 
mosipakabelo, semakin bertambahnya pasien 
yang datang konseling di klinik mosipakabelo, 
hal ini dikarenakan sosialisasi sebelumnya 
telah disampaikan kemasyarakat. 
Sebagaimana informasi dari kutipan 
wawancaradi Kinik Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah, berikut dengan 
Deassi Savaria, Amd., Perawat Klinik Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah: 
“sebagaimana yang telah kami sampaikan 
kepada masyarakat mengenai rehabilitasi 
rawat jalan, berdasarkan UUD no 35 Tahun 
2009 pasal 54, 55, 128 pecandu dan korban 
penyalahguna narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medic dan rehabilitasi social 
terjadinya peningkatan pelayanan rehabilitasi 
rawat jalan di klinik Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah, anggapan 
masyarakat sebelumnya, rehabilitasi itu harus 
menginap, tetapi ada juga yang rawat jalan.” 
 
Struktur birokrasi Implementasi Kebijakan 
Layanan Rehabilitasi Badan Narkotika 
Nasioanal Provinsi Sulawesi Tengah 
George Edward III (dalam Indiahono, 
2009:32) menunjuk bahwa struktur birokrasi 
menjadi penting dalam implementasi kebijakan. 
Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal 
penting yaitu mekanisme dan struktur 
organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme 
implementasi program biasanya sudah 
ditetapkan melalui Standard Operating 
Procedure (SOP). SOP yang baik 
mencantumkan kerangka kerja yang jelas, 
sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami 
oleh siapapun karena akanmenjadi acuan dalam 
bekerjanya implementor. Dalam hal ini dapat 
lahir struktur di design secara ringkas dan 
fleksibel menghindari virus weberian yang 
kaku, terlalu hirarkis dan birokratis. 
Namun demikian prosedur-prosedur biasa 
yang dirumuskan pada masa lalu mungkin 
dimaksudkan untuk menyelesaikan keadaan-
keadaan khusus yang berbeda dengan keadaan 
sekarang sehingga justru akan menghambat 
perubahan dalam kebijakan. Karena prosedur-
prosedur biasa itu tidak sesuai dengan keadaan-
keadaan baru atau program baru. Kelemahan ini 
akan tampak selama krisis bila nuansa-nuasa 
dalam kebijakan mungkin secara khusus tidak 
sesuai dengan kebijakan yang lebih rutin. SOP 
sangat mungkin menghalangi implementasi 
kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja 
baru atau tipe yang baru. Disamping 
menghambat implementasi kebijakan SOP juga 
memberi manfaat organisasi dengan prosedur 
perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar 
sehingga dapat menyesuaikan tanggung jawab 
yang baru ketimbang birokrasi tanpa 
mempunyai SOP tersebut. 
Struktur birokrasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
implementasi kebijakan.Salah satu aspek 
struktur yang penting dari setiap organisasi 
adalah adanya Standard Operating Procedure 
(SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap 
implementor untuk bertindak.Di Badan 
Narkotikan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, 
Khususnya di Klinik Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah, dalam pelayanan di 
klinik mosipakabelo tidak hanya untuk 
pelayanan ke mantan penyalahguna, Klinik 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah juga melayani masyakatat dalam 
kepentingan Bebas Narkoba, atau SKBN.Hal 
ini bisa saja dilakukan oleh perawat klinik atau 
petugas layanan rehabilitasi lainnya.Andri Dwi 
Cahyo selaku petugas Administrasi layanan 
rehabilitasi mengatakan bahwa:  





“saya sendiri selaku petugas administrasi 
terkadang melayani pengunjung yang ingin 
mendapatkan surat keterangan bebas narkoba, 
saya biasanya terjun langsung melakukan tes 
urine dan membuat langsung surat keterangan 
bebas narkobanya. Hal ini saya lakukan karena 
banyaknya pengunjung, sehingga perawat 
klinik hanya melayani klien yang ikut konseling 
atau rawat jalan.” 
Dari wawancara diatas, dapat peneliti 
menyimpulkan bahwa selain Standar Pelayanan 
Medik (SPM) bisa juga dilakukan oleh petugas 
klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi tengahdan memudahkan bagi 
implementor untuk melakukan kebijakan 
tersebut.Karena kesibukan para implementor 
petugas yang ada di klinik selain berpfofesi 
sebagai perawat, bisa membantu implementor 
dalam menjalankan kebijakan pelayanan secara 
efektif dan efisien dengan tidak mengurangi 
mutu pelayanan. Keaktifan masyarakat dalam 
berkunjung ke Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi tengah dalam menjalani 
layanan rehabilitasi rawat jalan. 
Berdasarkan data yang ada, target dalam 
layanan rehabilitasi rawat jalan di Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulwesi Tengah 
sebanyak 50 Orang pertahunnya.Target tersebut 
menjadi acuan bagi suatu layanan, keadaan 
yang ada di lapangan berbeda dengan 
perencanaan kegiatan yang telah direncanakan, 
hal ini terbukti dari hasil kegitan layanan.Saat 
ini jumlah klien yang ada di klinik Badan 
narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
68 orang (melebihhi target). 
Daftar kunjungan klien layanan rawat 
jalan klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah. Factor-faktor yang 
mempengaruhi keaktifan klien dalam 
berkunjung di klinik Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Tengah 
1. Sibuk kerja 
2. Jarak rumah dan tempat pelayanan cukup 
jauh 
3. Kurang nyamannya pengunjung dengan 
konselor yang memberikan layanan 
4. No kontak klien sudah tidak aktif untuk 
dihubungi kembali 
5. Klien kurang percaya diri untuk bercerita 
dengan konselor, sehingga pertemuan tidak 
tidak mencapai delapan kali 
Dari beberapa factor di atas, 
menunjukkan rawat jalan kurang efektif bagi 
mantan penyalahguna baik pengguna ringan 
ataupuan yang berat. Saat ini di Sulawesi 
tengah belum ada layanan rawat inap atau balai 
rehab besar 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Pada penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan Implementasi Layanan rehabilitasi 
Rawat Jalan di Klinik Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, layanan 
yang ada utamanya para implementor bekerja 
dengan baik dan sesuai dengan tugas dan 
fungsi pokok.Layanan rehabilitasi ditujukan 
kepada masyarakat yang membutuhkan. 
Sebagai kantor pelayanan di Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 
Khususnya Klinik Badan Narkotika Nasional 
atau Klinik Mosipakabelo, telah memberikan 
pelayanan terbaik. Hal ini telah dibuktikan 
berdasarkan hasil wawancara pemberi 
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Pasal 104: Partisipasi Masyarakat dalam 
P4GN 
Pasal 111, 112, 113, 114: Pengedar Narkoba 
diancam hukuman singkat 5 tahun. 
Pasal 127: Penyalah Guna murni dihukum 
rehabilitasi 
Pasal: 54, 55, 128: Pexandu dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan social 
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